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Akad Musaqah merupakan sebuah kesepakatan kerja sama antara 

pemilik lahan dengan penggarap dalam sektor pertanian dengan tujuan 

penggarap dapat menggelola dan menjaga lahan tersebut, keuntungan dibagi 

dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan 

akad musaqah pada petani kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan akad musaqah pada petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, serta tinjauan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun kopi dan penggarap 

di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data 

primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research) serta data 

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil 

penelitian yang penulis dapatkan bahwa mekanisme penerapan akad musaqah 

pada petani kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah didasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan, 

kerjasama yang dilakukan mencakup perawatan kebun kopi hingga 

menghasilkan hasil panen yang maksimal dengan sistem bagi hasil petani 

penggarap 50% dan untuk pemilik kebun 50% setelah dikurangi biaya 

perawatan kebun. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad musaqah 

pada kebun kopi yaitu jauhnya kebun kopi dari pemukiman masyarakat dan 

faktor cuaca di Kampung Mupakat Jadi. Pelaksanaan akad musaqah pada petani 

kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 

sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah karena kerjasama yang dilakukan 

telah memenuhi rukun dan syarat musaqah. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri  Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamb

angkan 

tidak 

dilambang

kan 

 țā’ Ț ط

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 Bā’ B Be ب

 ẓa ẓ ظ

zet (dengan 

titik di 

bawah)  

 Tā’ T Te ت

 ‘ ain‘ ع

koma 

terbalik (di 

atas)  

 Śa’ Ś es ث

(dengan 

titik di 

atas) 

 Gain G غ

Ge 

 ’Fā’ Fā ف Jῑm J Je ج
Ef 

 Hā’ ḥ ha ح

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf Q Ki ق
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 Kāf K ك Khā’ Kh ka dan ha خ
Ka 

 Lām L ل Dāl D De د
El 

 Żal Ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm M م

Em 

 Nūn N ن Rā’ R Er ر
En 

 Zai Z ز
Zet و Wau W 

We 

 Hā’ H ه Sῑn S Es س
Ha 

Hamz ء Syῑn Sy es dan ye ش

ah 
‘ 

Apostrof 

 Șād Ș es ص

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Yā’ Y ي

Ye 

 Ḍad ḍ de ضه

(dengan 

titik di 

bawah) 

  

  

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 
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2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

ي  ...  َ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

و  ...  َ  fatḥah dan wāu Au a dan u 

 

Contoh: 

 kataba - كَتَبهَ

      fa‘ala - فَ عَلهَ

   żukira - ذكُِرهَ

  yażhabu - يَذْهَبهُ

    su’ila - سُئِلهَ

   kaifa - كَيْفهَ

 haul - هَوْلهَ

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا...  َ ى...  َ  fatḥah dan alῑf atau 

yā’ 

Ā a dan garis di atas 

...  Kasrah dan yā’ ῑ i dang aris di atas ي 

.. .و    َ  ḍammah dan wāu Ū u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

  qāla -     قاَلهَ

 ramā -    رَمَى 

   qῑla - قِيْلهَ 

 yaqūlu - يَ قُوْلهُ 

4. Tā’ marbūțah 

Transliterasi untuk tā’marbūțah ada dua: 

1) Tā’ marbūțah hidup 

tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

2) Tā’ marbūțah mati 

tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍ ah al-ațfāl -  رَوْضَةُاْلَأطْفَاهلهِ

- rauḍ atul ațfāl 

ةهُالَْمَدِيْ نَةُاهلْمُنَ وَّرهَ  - al-Madῑnah al-Munawwarah 

   - aL-Madῑnatul-Munawwarah 

 țalḥah - طلَْحَةهُ

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 



xii 

 

Contoh: 

 rabbanā -  رَب َّنَا

 nazzala - نَ زَّل

 al-birr - البِره

 al-ḥajj - الحج ه

 nu‘ ‘ima - نُ عِ مهَ

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

        ar-rajulu -     ار جُلهُ 

 as-sayyidatu -    اسَيِ دَةهُ  

   asy-syamsu -    اشََْسهُ 
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 al-qalamu -       القَلَمهُ 

   al-badῑ‘u -      البَدِيْعهُ 

 al-jalālu -     الَخلَالهُ 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

  ta’ khużūna -  تََهخُذُوْنهَ

 ’an-nau -    الن َّوْءه

 syai’un -    شَيْئ

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn -  وَإنََّّللههلََوَُخَيْْاُلرَّازقَِيْهَ

     - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

لَوَالْمِي ْزاَنهَ  Fa auf al-kaila wa al-mῑzān -  فأَوْفُ وْاالْكَي ْ

  - Fa auful-kaila wal- mῑzān 

 Ibrāhῑm al-Khalῑl -   إبْ راَهَيْمُهالْخلَِيْل

  - Ibrāhῑmul-Khalῑl 
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 Bismillāhi majrahā wa mursāh - بِسْمِهاِللهمََْراَهَاوَمُرْسَاههَاه

  Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti -       وَلِلههعَلَىهالن اهسِهحِجرهالْبَ يْت

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

مَُُم دٌهإلاَّرَسُوْلهٌوًمًاهه  - Wa mā Muhammadun illā rasul 

 Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi - إِنَّهأو لَضهبَ يْتٍهوًهضِعَهللنَّاهسهِ

 lallażῑ bibakkata mubārakkan - للَ ذِيهببَِكَّةَهمُبَاهركََةهً

  Syahru Ramaḍān al-lażi unzila -        شَهْرُرَمَضَانَهالَذِيهأنْزلَِهفِيْهِهالْقُرْأنهُ

  fῑh al-  Qur’ānu 

                                                            - Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila  

  fῑhil  qur’ānu 

 Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubῑn - وَلقََدْراَهَُهبِِهلأفُُقِهالْمُبِيْهِ

                     -  Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubῑni 

هالْعَاهلَمِيْهَ  Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamῑn - الْحمَْدُهلِلههرَبِ 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 
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Contoh: 

 Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb- نَصْرٌمِنَهاِللهوَفْ تَحٌهقَريِْبهٌ

ي ْعًاه  Lillāhi al-amru jamῑ‘an- لِلههالأمْرُهجََِ

 Wallāha bikulli syai‘in ‘alῑm- وَاللهُبِكُلِ هشَيْءٍهعَلِيْمهٌ

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang begitu sempurna dalam mengatur kehidupan 

umatnya, sebagai pandangan hidup,dan juga sebagai pedoman hidup yang akan 

membuat atau menuntut pemeluknya menjadi taat kepada Allah SWT sebagai 

Tuhannya. Pedoman tersebut bertujuan untuk membuat umatnya mencapai 

derajat manusia yang lebih beriman dan berakhlak mulia dalam hal yang 

berhubungan langsung denganpenciptanya dan sesama manusia. 

Islam itu sendiri merupakan agama yang mengajarkan seluruh umatnya 

untuk berkerja keras dan tidak berpangku tanggan demi mengharapkan 

ridhanya. Maka dari itu Allah SWT menyuruh manusia untuk mencari 

karunianya di bumi ini dengan segala kemampuan yang telah diberikan kepada 

umatnya. 

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, sosial yang dimaksud yaitu 

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, seperti halnya tolong-

menolong, tukar-menukar, bercocok tanam dan lain sebagainya yang bertujuan 

untuk kepetingan hidup pribadi maupun kepentingan kelompok. Dalam islam 

kegiatan manusia dengan manusia lainnya disebut dengan Muamalah, sebagai 

salah satu bagian dari fiqh. 

Dalam hukum Islam yang mengatur kegiatan sosial adalah Muamalah 

maka dalam kaidah fiqh yang digunakan dalam mengindentifikasi transaksi-

transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih itu sendiri 

adalah pengetahuan tentang hukum islam yang berkaitan dengan perbuatan



2 

 

 

 

manusia yang telah baliq dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil 

terperinci.1 

Muamalah sendiri secara bahasa yaitu saling bertindak, saling berbuat 

dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian dalam 

arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungannya 

dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan 

pengertian Muamalah dalam arti luas adalah aturan atau hukum Allah untuk 

mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan 

sosial.2 Persamaan diantara kedua pengertian tersebut adalah sama-sama 

mengatur hubungan manusia dengan manusia yag berkaitan dengan pemutaran 

harta. 

Manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan kerja sama 

antara satu pihak dengan pihak lainnya guna meningkatkan taraf perekonomian 

dan kebutuha sehari-hari, atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya. 

Tidak jarang dijumpai diantara sebagian manusia yang memiliki modal dasar 

tetapi tidak bisa mengelola usaha-usaha dengan produktif, tetapi di sisi lain juga 

tidak jarag pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

berusaha mengelola secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan 

modal usaha. Berdarsarkan pemaparan diatas, kita dapat melihat bahwa sangat 

diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak 

mempunyai atau kekurangan modal. 

Manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari, baik bekerja diperusahan maupun membuka usaha sendiri. Dalam 

berusaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjala sendiri dan ada juga 

 
1 Menurut Abd. Rahman Dahlan, Fiqih itu sendiri adalah pengetahuan tentang hukum 

islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah baliq dan berakal sehat yang diambil 

dari dalil-dalil terperinci. Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15. 
2 Suhendri Hendri, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-3 
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yang membutuhkan seseorang untuk menjalankan usahanya, biasanya hal 

tersebut serig terjadi dalam persoalan usaha perkebunan atau pertanian. 

Kebanyakan dari masyarakat lebih mengutamakan untung dibandingkan 

mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama sudah mengatur suatu 

hukum dalam seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia. 

Fiqih muamalah adalah salah satu contoh hukum yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia. Adapun pengertian fiqh muamalah, yaitu 

hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-

persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja 

sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-

menyewa.3 Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia sangatlah 

banyak, semua itu sebenarnya ada aturanya dalam islam, akan tetapi banyak 

masyarakat yang tidak mengetahuinya. 

Salah satu muamalah yang berjalan di kalangan masyarakat dan diatur 

dalam al-Qur’an dan al-Hadits dan dikembangankan oleh para ahli fiqh adalah 

masalah kerjasama dalam usaha perkebunan dan pertanian atau istilah dalam 

bahasa Arabnya dapat berupa muzara’ah, mukhabarah dan musaqah. 

Dalam Islam telah dikatakan bahwa dalam bermasyarakat haruslah 

tolong menolong dan kerjasama. Dalil al-Qur’an yang menjadi landasan 

berkerjasama adalah Q.S al-Maidah ayat 2: 

نِهۚهوَٱت َّقُوا۟هٱللَََّّهۖهإِنَّهههٱللَََّّهشَدِيدُهٱلْعِقَابهِ هوَٱلْعُدْوَٰ  وَتَ عَاوَنوُا۟هعَلَىهٱلْبِِ هوَٱلت َّقْوَىٰهۖهوَلَاهتَ عَاوَنوُا۟هعَلَىهٱلِْْثِْْ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

 
3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015, Cet IV), hlm. 9. 



4 

 

 

 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-

Maidah: ayat 2)”4 

Praktik kerjasama bagi hasil sudah terlebih dahulu terjadi pada zaman 

Rasulallah, beliau melakukannya yaitu dengan kerjasama bagi hasil dengan 

Khadijah r.a. Rasulallah melakukan perjalanan ke Syam dengan membawa 

dagangan milik Khadijah r.a.5 Dengan demikian kerjasama bagi hasil itu sudah 

dikenalkan oleh Nabi dan tinggal bagaimana akad dan pelaksanaannya. 

Ayat diatas menjelaskan bawahwasanya Islam itu menyuruh setiap 

umatnya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan terhadap 

sesamanya, supaya saling memberi bantuan yang diperlukan dan berusaha 

menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam hal 

melakukan kejahatan. 

Praktik bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggelola kebun kopi 

merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong kerja sama bagi hasil telah 

dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasululallah, beliau tau dan 

mengakuinya, bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad telah 

melakukan qiradh atau mudharabah, yaitu kerja sama antara nabi Muhammad 

SAW dengan Khadijah r.a. Bagi hasil pada masa nabi juga telah diperbolehkan. 

Di dalam hukum Islam atau fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerja 

sama seperti yang di kenal dengan istilah Muzara’ah, mudharabah, dan 

Musaqah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut lazim kita temukan di kehidupan 

sehari-hari dan banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia. 

Salah satu bentuk kerjasama yang sering kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari adalah akad musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik 

kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang 

 
4 Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, Surat al-

Maidah ayat: 2 (Jakarta: al-Huda, 2005). 
5 Suhendri Hendri, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139. 
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dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik 

dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan 

petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan 

pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.6 

Kerjasama dalam bentuk musaqah menurut kebanyakan ulama fiqih 

hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan Islam.7 Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan 

masalah yang diperbolehkan dalam musaqah. Seperti Imam Abu Dawud hanya 

membolehkan kurma, sedangkan menurut Syari’iah, yang boleh di-musaqahkan 

hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan Hanafiah semua pohon yang 

mempunyai akar kedasar bumi.8 

Asas hukum musaqah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Umar ra, bahwa Rasulallah bersabda: 

هصَلَّىهعَلَيْهِهوَسَلَّمَهدَفَعَهه يَ عْمَلُوْهَاهمِنْهأمَْوَههيَ هُودِهخَيْبََهنََْلَهخَيْبََهوَأرَْضَهَاهعَلَىهأَنْههإِلَهأَنَّهرَسُولَهاللََِّّ

هعَلَيْهِهوَسَلَّمَهشَطْرُهثََرِْههَا.هالَِمِْه،هوَلرَِسُوْلِهاللَّٰ هِ  هصَلَّىهاللَّر

“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan 

tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari 

harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya.” (HR. 

Al-Bukhari dan Muslim). 

 
6 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), hlm. 

282. 
7 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, hlm. 115. 
8 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah  Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hlm. 167. 
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Secara sederhana Musaqah dapat diartikan dengan kerjasama dalam 

perawatan tanaman dengan imbalan pembagian dari hasil yang diperoleh dari 

hasil tanaman tersebut. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari 

muzara’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarab berhak atas bagian tertentu dari 

hasil panen. 

Kondisi suatu daerah sangat mempengaruhi aktivitas berusaha dan 

berkerja dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia hidup secara bermukim di 

daerah perdesaan dan mengantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan 

perkebunan. Seperti halnya masyarakat di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun 

sebagai pekerja di lahan milik orang lain. 

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melaui tingkat hasil yang 

didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah 

keuntungan secara pasti kepada si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak 

berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal 

karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.9 

Kerjasama yang di praktekkan oleh masyarakat Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di samping mengelola kebun 

miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk membantu mengurus 

kebun kopinya dengan sistem bagi hasil, selain membantu mengurus kebun 

terdapat juga pekerja yang berkerja yang membantu memanen kopi dengan 

sistem upah, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat di kenal dengan 

istilah ngutep kopi (memetik kopi)10 dalam Islam hampir mirip dengan istilah 

musaqah, yaitu suatu sistem kerjasama antara pemilik kebun kopi dengan 

 
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 393-404. 
10Ngutep Kopi, yaitu sebutan masyarakat setempat yang berarti memetik kopi, memetik 

kopi sendiri dilakukan pada saat musim panen kopi telah tiba. 
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penggarab dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 

oleh kedua belah pihak. 

 

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdarsarkan 

kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, akad bagi 

hasilnya juga berdarsarkan dengan adat setempat, akad yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak hanya secara lisan dan tampa disaksikan oleh saksi, sehingga 

tidak melalui prosedur dan kekuatan hukum yang mendukung, sehingga tidak 

ada bukti bahwa telah terjadi kerjasama di antara kedua belah pinak.11 

Dalam paraktek kerjasamanya yang terjadi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan apa yang 

diakadkan, di mana pihak pengelola banyak menambahkan tanaman di lahan 

perkebunan kopi dengan tanaman-tanaman lain seperti halnya pisang, jeruk, dan 

sayur-sayuran yang juga dapat memberikan hasil. Hal tersebut dikarenakan 

lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8 bulan sekali, karena dalam kurun 

waktu 8 bulan dirasa sangat panjang bagi pihak pengelola maka banyak 

pengelola yang berinisiatif untuk menambahkan tanaman-tanaman lain di area 

perkebunan kopi yang bisa memberikan hasil untuk memenhi kebutuhan harian 

mereka. 

Dari hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan 

prakteknya dalam musaqah. Padahal jika dilihat dari pengertian musaqah tugas 

pengelola/peggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga 

memberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambahkan tanaman lain, 

karena hal ini di luar dari akad musaqah. 

 

 

 

 
11 Hasil wawancara dengan Hadiar, sebagai salah satu warga di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 16 Juni 2020, melalui via telepon. 
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Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji pembahasan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan 

proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 

Mekanisme Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Kopi” (Suatu 

Penelitian di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupate Bener 

Meriah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdarsarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad musaqah pada petani kopi di 

Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah? 

2. Apa saja kendala-kendala/tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

akad musaqah pada kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad musaqah 

antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah: 

1. Untuk meneliti mekanisme penerapan akad musaqah pada petani kopi di 

Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan akad musaqah pada kebun kopi di Kampung 

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 
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3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad 

musaqah antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Kampung 

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada 

skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik definisi operasional 

variabelnya sehingga akan membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah 

yang penulis jelaskan sebagai berikut, yaitu: 

1. Akad 

Akad adalah aqd’ transaksi dalam fiqih didefinisikan dengan 

“irtibath ijab bi qabulin ala wajhin masyru’ yatsbutu atsarubu fi 

mahallihi”, yaitu pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara yang 

disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.12 

2. Musaqah 

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan 

petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. kemudian segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara 

pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.13 

3. Fiqh Muamalah 

Fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan 

Allah SWT. Yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia untuk mendapatkan kemanfaatan bagi manusia, baik masalah harta 

benda maupun jasa.14 

 

 
12 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 347. 
13 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 282. 
14 Juanda, Fiqih Muamalah, (Jawa Tenggah, Desa Pustaka Indonesia, 2018, Cet. II), 

hlm. 66. 
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4. Petani Kopi 

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, 

utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 

menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti kopi, padi, buah dan lain 

sebagainya), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman 

tersebut.15 

Petani kopi yang penulis maksud adalah seseorang yang mampu 

menggurus dan menjaga kebun kopi mulai dari merawat, menyiram, 

mengawasi dan memanen hasil kebun tersebut. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang 

berhubungan dengan objek kajian tentang penerapan akad musaqah. Secara 

spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul 

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah 

Pada Petani Kopi (Suatu Penelitian di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah)”. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan 

beberapa penelitian lainya yaitu sebagai berikut: 

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara 

Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, yang diteliti oleh Ely Herawati pada 

tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktek 

sistem musaqah antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung 

Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasil penelitian 

dapat dijelaskan bahwa praktek sistem bagi hasil (musaqah) kebun karet di Desa 

Tanjung Bulan ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad 

 
15https://id.wikipedia.org/wiki/Petani di akses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 

22.57 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
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musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat dan kebiasan yang telah 

menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di 

Desa Tanjung Bulan. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi 

menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap denga menyebutkan 

bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/2, 1/3, dan 1/5. Selain itu pelaksanaan bagi 

hasil antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan sudah sesuai 

dengan rukun da syarat-syarat musaqah dalam islam.16 

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi Ely 

Herawati, karena penelitian ini hanya berfokus pada praktik sistem bagi hasil 

antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan, namum 

penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 

Mekanisme Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Kopi di Kampung Mupakat 

Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

penelitian tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan yang membedakan 

kedua penelitian tersebut. 

Kedua, “Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren 

Salafiah Iqro Kota Palangka Raya”, yang diteliti oleh Rahmat Firdaus pada 

tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana penerapan 

akad musaqah ternak ayam yang ada di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota 

Palangka Raya. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan akad 

musaqah ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya 

meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan teori, namun penulis 

memandang penerapan akad musaqah ternak ayam di Pondok Pesantren 

Salafiah Iqro kota Palangka Raya belum sesuai dengan akad musaqah. Dikata 

 
16 Ely Herawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik 

Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir”, 

Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2017. 
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belum sesuai karena penerapan akad musaqah ternak ayam yang terjadi di 

lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku.17 

Yang membedakan antara penelitian Rahmat Firdaus dengan penelitian 

penulis yaitu pada objek penelitian, Rahmat Firdaus menggunakan ternak ayam 

sebagai objek penelitian, sedangkan penulis sendiri menggunakan kebun kopi di 

Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagai 

objek penelitian. 

Ketiga, “Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat 

Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-

Musaqah”, yang diteliti oleh Andi Pratama pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis 

dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh kebiasaan terhadap perjanjian 

pengelolaan kebun kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan 

Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan 

bahwa pengaruh kebiasaan dalam praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat 

Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya di antaranya ketika penerapan 

isi-isi kesepakatan kerjasama, menentukan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, dan penetapan bagi hasil yang melibatkan tokoh adat setempat. Ketika 

terjadi konflik atau sengketa antara pihak yang melakukan kerjasama maka 

penyelesaian dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat yang juga 

melibatkan tokoh adat.18 

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi 

Andi Pratama, karena penelitian ini hanya berfokus pada Perjanjian Pengelolaan 

Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir Kebupaten Nagan 

Raya Menurut Konsep Al-Musaqah, namun penulis melakukan penelitian 

terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad 

 
17 Rahmat Firdaus, “Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren 

Salafiah Iqro Kota Palangka Raya”, Skripsi IAIN,  Palangka Raya, 2018. 
18 Andi Pratama, “Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat 

Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep Al-Musaqah”, Skripsi UIN 

Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. 
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Musaqah  Pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian tersebut 

mempunyai perbedaan yang signifikan yang membedakan kedua penelitian 

tersebut. 

Keempat, “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong 

Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah”, yang 

diteliti oleh Riva Azkia pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan 

masalah bagaimana perspektif konsep al-musaqah terhadap pengairan sawah di 

Gampong Bineh Blang. Berdarsarkan hasil penelitian dan analisis dapat 

disimpulakan bahwasannya sistem pengairan yang dipraktikkan di Gampong 

Bineh Blang mengandung unsur kesamaan dengan akad al-musaqah, hal ini 

terlihat pada pekerjaan pompanisasi yang dilakukan pada pengairan sawah dan 

yang menjadi tanamnnya adalah padi. Berdarsarkan pendapat Ulama Malikiyyah 

padi merupakan salah satu tanaman yang boleh dijadikan sebagai objek 

kerjasama dalam akad al-musaqah. Dilihat dari segi tujuan kerjasamanya dalam 

kegiatan pengairan ini juga terdapat prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam 

Islam yaitu saling tolong-menolong, silaturrahmi dan keridhaan. Dalam bagi 

hasilnya juga sudah ada kejelasan jumlah yang akan diperoleh masing-masing 

pihak.19 

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi 

Riva Azkia, karena penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Sistem 

Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar 

Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah, namun penulis melakukan penelitian 

terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad 

Musaqah  Pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian tersebut 

 
19 Riva Azkia, “Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang 

Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah”, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda 

Aceh, 2016. 
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mempunyai perbedaan yang signifikan yang membedakan kedua penelitian 

tersebut. 

Kelima, “Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi 

di Kecamatan Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi 

Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)”, yang diteliti oleh 

Marlia Puspa pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah 

bagaimana perspektif akad musaqah dalam pengelolaan kebun kopi pada 

perlindungan hak mitra di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. 

Berdarsarkan hasil penelitian dan analisi dapat disimpulkan bahwasannya 

adapun tinjauan perspektif Musaqah  terhadap pengelolaan kebun kopi di 

Kecamatan Celala yaitu melakukan kerjasama antara pemilik lahan dan 

pengelola kebun dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kebun. Ada 

beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan konsep akad Musaqah yaitu dari 

segi pembatalan sepihak dan perlindungan hak-hak pengelola maupun pemilik 

yang belum jelas pelaksanaannya. Pembatalan sepihak bukan salah satu cara 

berakhirnya perjanjian Musaqah atau yang dikenal bagi due hasil dalam bahasa 

Gayo, tetapi pembatalan sepihak merupakan salah satu win-win solution dari 

masalah yang terjadi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak mitra kerja 

secara adil dan transparan. Walaupun didalam konsep Musaqah pembatalan 

sepihak tidak boleh dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat. Harus 

berdarsarkan ketentuan dan syarat yang ditentukan.20 

Dari sini kita bisa melihat bahwa yang diteliti oleh Marlia Puspa yaitu 

Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kecamatan 

Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi Tentang 

Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil), sedangkan penulis melakukan 

penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad 

 
20 Marlia Puspa, “Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di 

Kecamatan Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi Tentang Pembatalan 

Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)”, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2020. 
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Musaqah  Pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian 

pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau di sebut dengan istilah 

bahasa Inggris research yang berarti mencari kembali.21 Metode penelitian 

merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara 

ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah 

dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empirisnya 

dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Oleh karena itu 

metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek 

penelitia ini. 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data 

lapangan sebagai sumber data utama, seperti halnya wawancara dan 

observasi. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengkaji dan 

menganalisis berkerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi 

ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya 

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku 

hukum masyarakat dan bagaimana berkerjanya hukum di dalam lingkungan 

masyarakat.22 

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis 

melakukan penelitian untuk melihat mekanisme penerapan akad musaqah 

 
21 Bambang Sunggoro, Metodelogi penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 

hlm. 27. 
22 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 

hlm. 62. 
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pada petani kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten 

Bener Meriah. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam suatu hal yang membentuk masalah pokok dalam 

suatu penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat yang menjadi penggarab di kebun kopi di Kampung Mupakat 

Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

Mengingat populasi yang begitu banyak serta keterbatasan waktu 

dan tenaga maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 

sampel. Penelitian akan menggunakan 6 sampel, yang mana 6 sampel 

tersebut penulis menggangap telah cukup untuk mewakili semua populasi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua 

sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yag 

dapat dengan penelitian lapanagan yakni langsung pada objek yang akan 

diteliti.23 Data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber, untuk 

mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpolkan 

data dan pustaka, dan juga data sekunder yang digunakan sebagai konsep 

dan ketentuan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah. Adapun 

beberapa data empirik yang penulis akan jelaskan sebagai berikut: 

a. Metode Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian Lapangan yaitu penelitian data dan informasinya 

diperoleh dari kegiatan langsung ke lapangan kerja penelitian. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi 

langsung oleh penulis ke lokasi tempat penelitian yaitu di Kampung 

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Metode ini 

 
23 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2006, Cet. II), hlm. 30. 
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merupakan metode pengumpulan data ataupu fakta-fakta yang terjadi di 

lokasi tersebut yaitu dengan melalui observasi maupun wawancara 

secara sistemais. 

b. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder dari beberapa literatur baik dalam bentuk 

buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, 

mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan 

digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejala-gejalan yang di selidiki.24 Dalam kaitannya dengan 

pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung terhadap kegiatan objek penelitian yaitu mengamati lokasi 

yang akan diteliti. 

b. Teknik Wawancara(interview) 

Wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk guidance 

interview, yaitu wawacara denga membuat pertanyaan-pertanyaan 

terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan untuk mewawancarai para 

petani penggarap dan juga pemilik kebun kopi yang menjadi subjek dan 

objek penelitian. Penelitian juga akan mengembangakan pertanyaan 

sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara 

fleksibel dengan responden.25 

 

 
24 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), hlm. 192. 
25 Supardi, metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII  Press, 2005), 

hlm.27. 
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c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa 

data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta 

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan 

masalah penelitian.26 Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, jurnal tentang 

mekanisme penerapan akad musaqah. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data 

sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data 

empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data 

penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis 

desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses 

pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpula data tersebut 

harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik 

dari sisi vadilitas (kesahihan) dan rehabilitas (kendala).27 

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa 

alat perekam suara, alat tulis, dan guna untuk mencatat dan merekam apa 

yang disampaikan oleh penggarap kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit yang menjadi sumber data bagi peneliti. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan mengelola data dari tahapan 

proses penelitian. Analisis data dituntut untuk meremuskan rancangan 

analisis agar terdapat hasil dan hasil penelitian yang lebih konkrit. Analisi 

data yang dilakukan setelah keseluruhan data yang dibutuhkan telah 

 
26 Marzuki Abubakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57. 
27 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, hlm. 141. 
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diperoleh semuanya, untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan 

mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui 

sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh 

dari dokumentasi dan interview. 

b. Penilaian Data 

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian 

agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga 

dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data. 

c. Interprestasi Data 

Interprestasi data penulis dilakukan sebagai tahapan akhir dari 

analisis data. Pada interprestasi data ini penulis melakukan penafsiran 

dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, 

sehingga diketahui tingkat validitas data. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah 

dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. 

Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan 

pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara 

bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan pembahasan ini terdiri 

dari: 

Bab satu, merupakan Bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan 

mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, 

sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya. 
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Bab dua, Konsep Musaqah Dalam Hukum Islam meliputi pengertian 

akad musaqah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat musaqah, musaqah yang 

dibolehkan, hukum musaqah yang sah dan hukum musaqah yang tidak sah, serta 

berakhirnya dan hikmah musaqah. 

Bab tiga, Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan 

Akad Musaqah pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah yang meliputi gambara umum mengenai penerapan 

Akad Musaqah pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah, Mekanisme Penerapan Akad Musaqah pada Petani 

Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah antara pemilik 

kebun kopi dan peggarap di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah, dan Kedala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan 

Akad Musaqah pada Petani Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah. 

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan 

pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang 

dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.  
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BAB DUA 

KONSEP MUSAQAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Musaqah 

1. Pengertian Musaqah 

Secara etimologi (bahasa), al-musaqah adalah bentuk mashdar al-

mufaa’alah dari asal kata “Saqa – Saqy – as-Saqyu”. Ulama Madinah 

menyebutnya dengan nama al-mu’amalah, bentuk mashdar mufaa’alah dari 

asal kata “al-Amal”. Namun nama al-musaqah lebih diutamakan untuk 

digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad al-musaqah adalah 

as-Saqyu (penyiraman, pengairan)28. Musaqah juga berasal dari kata al-

saqa, yaitu seseorang berkerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), 

atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan 

mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.29 

Secara syara’, al-musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak 

kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk di sirami dan 

rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau 

dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagai bagi hasil 

pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon 

kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagaian tertentu 

dari buah yang dihasilkan.30 

Menurut ulama Hanafiyyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah 

az-Zuhaili al-musaqah adalah sama seperti al-muzara’ah, baik dari segi 

hukumnya, perbedaan pendapat yang ada di dalamnya dan syarat-syarat 

yang memungkinkan di dalamnya. Oleh karena itu, al-musaqah menurut 

 
28 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 6, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 582. 
29 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 145. 
30 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu...., hlm.582. 
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Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah tidak boleh. Akad al-musaqah dengan 

upah sebagian dari buah yang dihasilkan adalah batal dan tidak sah menurut 

mereka berdua. Karena itu berarti menyewa atau memperkerjakan dengan 

upah sebagian dari buah yang dihasilkan, dan itu adalah dilarang.31 

Menurut Malikiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd al-

musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Ulama Malikiyah 

berpendapat dibolehkan pada setiap batang pohon yang kuat seperti pohon 

delima, pohon tin, dan pohon zaitun serta yang serupa dengan hal tersebut 

tanpa ada keharusan, dan pada batang pohon yang tidak kokoh seperti 

pohon mentimun, serta semangka disertai dengan ketidakmampuan 

pemiliknya untuk mengurusinya, begitu juga dengan pertanian.32 

Menurut Syafi’iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman 

Ghazaly musaqah adalah memperkerjakan petani penggarap untuk 

menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan 

merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik 

dan petani yang menggarap.33 

Sedangkan menurut Hanabilah, sebagaimana dijelaskan oleh Sohari 

Sahrani dan Ru’fah Abdullah musaqah mencakup dua permasalahan 

didalamnya. Pertama, pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami 

pohon didalamnya, seperti anggur, kurma dan lain sebagainya, baginya ada 

buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, 

seperti sepertiganya atau setengahnya. Kedua, seseorang menyerahkan 

tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya 

pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh 

bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut 

 
31Ibid. 
32 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi, (Pustaka Azzam), 

hlm. 485. 
33 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015, Cet IV), hlm. 

109. 
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munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-

pohon untuk ditanamkannya.34 

Pengertian musaqah menurut Nasrun Haroen dalam bukunya fiqh 

muamalah, akad al-musaqahadalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun 

dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan 

dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala 

sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak 

bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang 

mereka buat.35 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah ialah: 

 

 .قْدٌهعَلَىهخِدْمَةِهشَجَرٍهوَنََْلٍهوَزَرعٍْهذَالِكَهبِشَراَئِطَهمََْصُوْهصَةهٍعهَ

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan 

yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.36 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Musaqah 

adalah sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dengan 

penggarap dalam sektor pertanian dengan tujuan penggarap dapat 

menggelola dan menjaga lahan tersebut, keuntungan dibagi dengan sistem 

bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 
34 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), hlm. 206. 
35 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), hlm. 

282. 
36 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015, Cet IV), hlm. 

109. 
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2. Dasar Hukum Musaqah 

Dasar hukum musaqah yang bersumber dari al-Qur’an diantaranya 

ialah, firman Allah SWT: 

هوَالْعُدْوَانِهۖوَات َّقُواهاللَّٰ َهۗاِنَّهاللَّٰ َهشَدِيْدُهالْعِقَابهِ  وَلَاهتَ عَاوَنُ وْاهعَلَىهالْاِثِْْ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-nya”. (Q.S Al-Maidah:2). 

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-

orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik 

janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara 

manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan 

sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.37 Selain itu, 

dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT: 

نَكُمهْ هوَلْيَكْتُبْهب َّي ْ هاَجَلٍهمرسَمًّىهفاَكْتُ بُ وْهُۗ تُمْهبِدَيْنٍهاِلاٰ يَ رهَاهالَّذِيْنَهاٰمَنُ واْاهاِذَاهتَدَايَ ن ْ هبِِلْعَدْلهِيٰاٰ  هكَاتِبٌٌۢ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak 

secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar”. (Q.S. al-Baqarah:282) 

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk 

hambanya di muka bumi yang melakukan pekerjaan usaha kerjasama 

diantara kamu, hendaklah dilaksanakan secara tertulis dan tidak 

dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat 

merugikan dalam suatu kerjasama. 

 
37 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 97. 
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Adapun dibolehkannya musaqah adalah pendapat jumhur ulama, 

yaitu Malik, Syafi’i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan –

dua orang pengikut Abu Hanifah-, Ahmad dan Daud. Musaqah menurut 

mereka adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadits dari jual beli 

sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak 

jelas. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat musaqah tidak boleh sama 

sekali.38 

Dalil yang dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya 

musaqah adalah hadist Ibnu Umar yang shahih, 

هصَلَّىهعَلَيْهِهوَسَلَّمَهدَفَعَهه هيَ هُودِهخَيْبََهنََْلَهخَيْبََهوَأرَْضَهَاهعَلَىهأَنْهيَ عْمَلُوْهَاهمِنْهإِلَهأَنَّهرَسُولَهاللََِّّ

هعَلَيْهِهوَسَلَّمَهشَطْرُهثََرِْههَا.هأمَْوَهالَِمِْه،هوَلرَِسُوْلِهاللَّٰ هِ  هصَلَّىهاللَّر

“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar 

dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka 

mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan 

setengah dari buahnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).39 

Dalam sebagian riwayatnya, “Bahwa Rasulullah SAW mengadakan 

kesepakatan musaqah dengan mereka dengan syarat mendapatkan setengah 

hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”.40 

Musaqah menurut Hanafiah sama dengan Muzaraah, baik hukum 

maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, musaqah 

dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, 

hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang 

 
38 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi, Pustaka Azzam, 

hlm. 483. 
39Muttafaq ‘Alaih. HR. Al-Bukhari (2328), Muslim (1551), Abu Daud (3408), At-

Tirmidzi (1383) dan Ibnu Majah (2467). 
40 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid...., hlm. 483. 
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sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara’41, 

sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi Muhammad SAW dari Rafi’ bin 

Khadij bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

هكَانَهلهَُهأرَْضٌهفَ لْيَ زْرَهعْهَاهوَلاهَيَكْريِْ هَاهبثُِ لُثِهوَلَاهبِربُْعٍهوَلَاهبِطعََامٍهمُسهَ همَّى.همَنِ 

“Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia 

menanaminya, dan janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga dan tidak 

pula seperempat (dari hasilnya) dan tidak juga dengan makanan yang 

disebutkan (tertentu). 

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan al-musaqah jika 

didasarkan atas ijma’ (kesepakatan para ulama fiqh)42, karena akad 

musaqah ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu pihak 

pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat 

mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu 

dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namum ia 

tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. dengan demikian, 

pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (amil) 

memerlukan pekerjaan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. 

Wahbah az-Zuhaili, setelah menganalisis pendapat Imam Abu 

Hanifah dan Zufar ibn Huzail di satu sisi, dan pendapat Abu Yusuf dan 

Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani di sisi lain, menyatakan bahwa yang 

menjadi fatwa yang dianut oleh ulama-ulama Hanafi belakangan adalah 

pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Atas dasar 

itu, ulama Hanafiyah belakangan membolehkan akad al-musaqah dengan 

syarat-syarat tertentu.43 

 
41 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 406. 
42 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), hlm. 

283. 
43Ibid. 
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B. Rukun, Syarat, dan HikmahMusaqah 

1. Rukun Musaqah 

Menurut Hanafiyah, rukun musaqah adalah ijab dan qabul. Ijab 

dinyatakan oleh pemilik, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap (amil 

atau muzari’). Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat (lazim) dengan 

diucapkannya lafal ijab qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut 

Hanabillah, musaqah sama dengan muzara’ah, tidak perlu ijab qabul 

dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara 

langsung. Syafi’iyah justru mensyaratkan adanya qabul dan lafal.44 

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabillah berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus 

memenuhi lima rukun, yaitu: 

a. Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi 

b. Tanah yang dijadikan obyek al-musaqah 

c. Janis usaha yang akan dilakukan petani penggarap 

d. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqah, dan 

e. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul 

Di samping itu, akad al-musaqah baru bersifat mengikat, menurut 

ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad al-musaqah antara 

pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama 

Hanabilah, akad al-musaqah baru bersifat mengikat apabila petani 

penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. 

Menurut ulama Syafi’iyah akad al-musaqah baru bersifat mengikat harus 

didahului dengan qabul dari petani penggarap, sekalipun perincian 

pekerjaan petani tidak dijelaskan.45 

 

 
44 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 407. 
45 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), hlm. 

284. 
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2. Syarat Musaqah 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

rukun sebagai berikut: 

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang 

yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal. 

b. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai 

buah. Dalam menentukan onjek musaqah ini terdapat perbedaan 

pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi 

objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), 

seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah 

metaakhkhirin mengatakan, musaqah juga berlaku pada pepohonan 

yang tidak memiliki buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. 

Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek 

musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, 

terong, apel dan anggur. 

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek 

musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh di konsumsi. 

Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak 

memiliki buah. Adapun menurut Syafi’iyah berpendapat bahwa 

yang boleh dijadikan objek akad musaqah adalah kurma dan anggur 

saja. 

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah 

akad berlangsung untuk digarao, tanpa campur tangan pemilik tanah. 

d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik di bagi 

dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi’i yang terkuat, sah 

melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai 

berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum 

matang). 
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e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan 

transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.46 

 

3. Hikmah Musaqah 

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma 

dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami 

(memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. 

Maka Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk 

mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang 

masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal 

ini ada dua hikmah: 

a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin 

sehingga dapat mencukupi kebutuhannya. 

b. Saling menukar manfaat di antara manusia.47 

Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena 

pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau 

seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati 

dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih 

sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu 

dan berkerja untuk memaslahatan, sehingga apa yang diperoleh 

mengandung faedah yang besar. 

 

C. Musaqah yang Dibolehkan 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam 

musaqah, Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di-musaqah-kan 

hanya kurma. Menurut Syafi’iyah, yang boleh di-musaqah-kan hanyalah kurma 

 
46 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015, Cet IV), hlm. 

112. 
47Ibid., hlm. 113. 
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dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai 

akar ke dasar bumi dapat di-musaqah-kan, seperti tebu. 

Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka 

waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan panen yang pertama 

setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi 

sedikit, seperti terong. 

Apabila seseorang menyerahkan rathbah (nama tumbuhan) setelah 

selesai dipotong kepada orang lain, agar di rawat dan diairinya sampai benihnya 

keluar lalu dibagi rata di antara keduanya, maka ini boleh tanpa penjelasan 

masa.48 

Menurut imam Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang 

memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa 

dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, 

seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk 

menggarapnya. 

Menurut mazhab Hanbali, musyaqah di perbolehkan untuk semua pohon 

yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-Mughni, imam Malik berkata, 

musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk 

pohon-pohon yang perlu disiram.49 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa musaqah yang 

dibolehkan ialah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi, pohon 

yang buahnya bisa dimakan, serta pohon tadah hujan yang memerlukan untuk 

disiram. 

 

 

 

 
48 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013, Cet V), hlm. 298. 
49 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), hlm. 208. 
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D. Hukum Musaqah yang Sah dan Hukum Musaqah yang Tidak Sah 

Apabila akad musaqah telah memenuhi syarat-syaratnya, maka akad 

musaqah itu sah. Namun apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, 

maka akad musaqah itu berarti rusak atau tidak sah. 

1. Hukum Musaqah yang Sah 

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah yang 

shahih, yaitu: 

a. Menurut Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah mengemukakan tentang ketentuan hukum 

yang berlaku pada nusaqah, sebagai berikut: 

1) Semua yang masuk ke dalam cakupan pekerjaan musaqah yang 

dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sarana 

musaqah, seperti menyirami, merawat, menjaga, memperbaiki 

saluran airnya, menyerbukkan, maka semua itu adalah menjadi 

tanggung jawab pihak penggarap. Karena semua itu adalah 

sebagai konsekuensi akad atau hal-hal yang mengikuti al-

Ma’quud’alaih (objek akad). 

Sedangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pohon berupa 

hal-hal yang termasuk ke dalam kategori “nafkah” pohon, 

seperti pemupukan, pencangkulan tanah dan pemanenan atau 

pemetikan buah, maka itu menjadi tanggung jawab bersama 

kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan di 

dapatkan oleh masing-masing. Karena akad musaqah tidak 

mencakup hal-hal seperti itu. 

2) Buah yang dihasilkan adalah dibagi di antara kedua belah pihak 

sesuai dengan kadar masing-masing yang telah disepakati. 

3) Jika ternyata pohon yang ada tidak berbuah, maka kedua belah 

pihak sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada 
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salah satu pihak yang harus memberi ganti rigi atau kompensasi 

kepada pihak yang lain. 

4) Akad musaqah berlaku laazim (mengikat) bagi kedua belah 

pihak, maka oleh karena itu, salah satu pihak tidak boleh 

bersikap enggan untuk merealisasikan akad yang telah di buat, 

bersikap enggan melakukan tugas dan kewajibannya, dan tidak 

bisa membatalkan akad secara sepihak tanpa persetujuan dan 

kerelaan pihak yang lain, kecuali karena ada udzur atau alasan 

yang bisa diterima. 

5) Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk 

melakukan pekerjaannya kecuali karena ada udzur atau alasan 

yang bisa diterima. 

6) Boleh dilakukan penambahan atau pengurangan dari kadar 

bagian yang sebelumnya telah disepakati. 

7) Pihak penggarap tidak boleh melemparkan akad musaqah yang 

telah ia buat kepada orang lain, kecuali jika pemilik kebun 

memasrahkan masalah pengerjaan kebunnya kepadanya sesuai 

dengan keinginannya, seperti pemilik kebun berkata kepadanya, 

“uruslah kebunku ini sesuai dengan pandangan dan 

kebijaksanaanmu.”50 

b. Menurut Malikiyah 

Pada umumnya ulama Malikiyah menyepakati hukum-hukum 

musaqah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun, mereka 

berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

 
50 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu...., hlm.592-593. 
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1) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-

buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terkait dengan akad dan 

tidak boleh dijadikan sebagai syarat. 

2) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan 

ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang 

untuk menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak 

terikat dan tidak boleh dijadikan syarat. 

3) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak 

ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal 

ini penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat.51 

Adapun mengenai hak amil (penggarap), amil boleh 

memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang di peroleh, misalnya 

sepertiga, atau setengah, atau sesuai dengan kesepakatan anatar 

penggarap dan pemilik. 

c. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah 

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat dengan malikiyah 

dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka 

mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan 

yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti 

menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban 

penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya 

untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan 

kewajiban pemilik kebun.52 

 

 

 

 
51 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 411. 
52Ibid, hlm. 412. 
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Ulama Hanabillah mengatakan, jika pihak penggarap melarikan 

diri dari tanggung jawabnya, maka pihak pemilik kebun bisa 

membatalkan akad musaqah yang ada. Karena akad musaqah adalah 

akad yang berlaku tidak mengikat.53 

 

2. Hukum Musaqah yang Tidak Sah 

Para ulama sepakat bahwa musaqah apabila terjadi dalam kondisi 

yang tidak dibolehkan oleh syari’at maka musaqah tersebut menjadi batal, 

selama tidak hilang kesepakatan untuk mengerjakannya.54 

Akad musaqah menjadi rusak dan tidak sah apabila salah satu syarat 

yang ditetapkan secara syara’ tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, jika 

syarat sah akad tidak terpenuhi, maka akad menjadi rusak dan tidak sah. 

Menurut ulama Hanafiyyah, beberapa bentuk akad musaqah yang rusak dan 

tidak sah yang terpenting adalah sebagai berikut:55 

a. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah 

satu pihak saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada. 

b. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh 

untuk salah satu pihak. 

c. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan 

penggarapan. 

d. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap 

karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum 

hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua 

belah pihak. 

 
53 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 6, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 595. 
54 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi, Pustaka Azzam, 

hlm. 494. 
55 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu...., hlm. 596. 
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e. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi 

kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan musaqah. 

f. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah 

selesainya masa perjanjian musaqah. 

g. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah 

tidak mungkin berasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal 

itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad 

musaqah. 

h. Kerjasama musaqah dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). 

Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama. 

Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada 

temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara musaqah 

dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk 

teman serikat yang menjadi amil diberi sepertiga. Hal ini tidak 

dibolehkan dan menyebabkan musaqahmenjadi fasid, karena dalam 

musaqah terkandung ijarah. Dan satu orang tidak boleh sekaligus 

menjadi ajir (tenaga kerja) dan syarik.56 

Menurut Malikiyah apabila musaqah rusak sebelum penggarapan 

maka akad menjadi fasakh atau batal. Apabila musaqah rusak setelah mulai 

bekerja, maka akad dibatalkan di tengah-tengah pekerjaannya itu, dan 

penggarap berhak atas upah yang sepadan (ujratul mitsli), jika akad 

berpindah dari musaqah menjadi ijarah fasidah atau jual beli yang fasid. 

Apabila musaqah rusak karena kemudaratan, atau karena tidak 

terpenuhi syarat-syaratnya, atau karena adanya penghalang atau gharar 

(penipuan) maka musaqah diteruskan dengan musaqah yang sepadan 

(musaqah mitsl), seperti musaqah atas buah yang sebagian sudah masak dan 

sebagian lagi belum. 

 
56 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 412-

413. 
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Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar setelah 

penggarapan ternyata bukan milik orang yang berakad dengannya maka si 

penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas pekerjaannya, karena 

ia telah kehilangan manfaat dari jeri payahnya dalam musaqah tersebut. Di 

antara hal-hal yang menyebabkan musaqah menjadi fasid adalah bahwa 

masing-masing pihak tidak mengetahui bagian masing-masing dari hasil 

yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, atau 

buah dengan jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, atau 

mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.57 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa musaqah yang 

sah yaitu musaqah yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sebaliknya 

musaqah yang tidak sah yaitu musaqah yang tidak memenuhi syarat-

syaratnya maka akad musaqah itu rusak atau tidak sah.  

 

E. Berakhirnya Musaqah 

Berdarsarkan pendapat ulama Hanafiyyah, adanya salah satu dari tiga 

hal, yakni jangka waktu musaqah yang disepakati sudah habis, salah satu pihak 

meninggal dunia, dan yang ketiga ialah adanya pembatalan akad, baik dengan 

Teknik al-Iqaalah (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, 

kemudian pihak yang satunya menyetujui pembatalan tersebut), maupun sebab 

udzur atau alasan yang dapat diterima.58 

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani 

penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani 

penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berkerja. Jika petani wafat, 

maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, 

sedangkan jika pemilik perkebunan wafat, maka pekerjaan petani harus 

 
57Ibid, hlm. 414. 
58 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 

103. 
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dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belak 

pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau 

menghentikannya.59 

Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan menyatakan bahwa akad 

musaqah ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia 

dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.60 Menurut 

Syafi’iyah, musaqah tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap 

berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi 

pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan 

Syafi’iyah, yaitu musaqah tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap 

sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang 

menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenagan penggarap.61 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bawha berakhirnya musaqah 

didasari oleh tiga hal, yaitu telah habisnya jangka waktu musaqah, 

meninggalnya salah satu pihak yang berakad baik pemilik maupun penggarap, 

serta terjadinya pembatalan akad secara jelas atau karena udzur. Udzur yang 

dimaksud yaitu penggarap sakit sehingga tidak mampu berkerja, penggarap 

sedang berpergian, dan penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang 

dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum panen. 

 

F. Musaqah, Mudharabah, dan Mawah 

Secara syara’, al-musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja 

berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk di sirami dan rawat 

sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata 

lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagai bagi hasil pepohonan yang 

 
59Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), hlm. 

286. 
60Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2015, Cet IV), hlm. 113. 
61Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet 4), hlm. 415-416. 
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didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk 

ia rawat dan kelola dengan upah sebagaian tertentu dari buah yang dihasilkan.62 

Musaqah adalah sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan 

dengan penggarap dalam sektor pertanian dengan tujuan penggarap dapat 

menggelola dan menjaga lahan tersebut, keuntungan dibagi dengan sistem bagi 

hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Mudharabah ialah suatu akad diantara kedua belah pihak di mana salah 

satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan 

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai 

dengan kesepakatan mereka.63 

Dapat dipahami bahwa mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian 

antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, 

sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan 

dibagai sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Mudharabah 

terdapat unsur syirkah atau kerjasama yakni kerja sama antara harta dengan 

tenaga. Namum bilamana terjadi kerugian akan ditanggung oleh yang 

mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia 

sudah rugi tenaga tanpa keuntungan. 

Dalam Hukum Ekonomi Islam mawah diistilahkan sama dengan 

mudharabah.64 Berdarsarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha 

masyarakat gampong sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar 

persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara yang 

dilakukan secara lisan, salah satunya mawah. Mawah adalah salah satu praktik 

ekonomi yang sangat popular dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada 

azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Mawah merupakan 

 
62 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu...., hlm.582. 
63 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 

hlm.106. 
64 Abdurrahman, Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh, 

Tesis, 7. 
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suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelola aset 

tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem mawah banyak 

dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dan lain sebagainya) dimana 

hasil dbagikan sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Bagi 

hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung 

maupun tidak langsung.65 

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, yaitu terdapat beberapa 

kesamaan antara musaqah, mudharabah dan mawah. Yang mana ketiganya 

merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pihak pertama sebagai pemilik 

modal dan pihak kedua sebagai pengelola yang mana keuntungan di bagi sesuai 

kesepakatan yang telah di sepakati. Namun, ada juga beberapa perbedaan yang 

dalam kerjasama yang dilakukan yang mana dalam musaqah yang menjadi 

objek yaitu lahan atau kebun sedangkan dalam mudharabah dan mawah yang 

menjadi objek yaitu modal usaha. 

  

 
65 Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian 

Terhadap Sistem Mawah dan Gala. PROCEEDING OF THE ACEH DEVELOPMENT 

INTERNATIONAL CONFERENCE 2012, 444. 
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BAB TIGA 

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME 

PENERAPAN AKAD MUSAQAH PADA PETANI KOPI 

DI KAMPUNG MUPAKAT JADI KECAMATAN BUKIT 

KABUPATEN BENER MERIAH 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kampung Mupakat Jadi merupakan salah satu bagian kampung dari 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Adapun letak kampung Mupakat 

jadi dapat dilihat dari peta berikut: 

Gambar 3. 1. Peta Kampung Mupakat Jadi 

 

 

1. Sejarah Kampung Mupakat Jadi 

Pada awal pembentukan kampung Mupakat Jadi bermula dari 

beberapa tahapan, yaituberawal dari tahun 1984, yaitu bernama Gelagahan. 

Konon nama Gelagahan itu diambil dari nama Batang Gelagah yang saat itu 

sangat banyak hidup di daerah ini dan gelagahan menjadi nama salah satu 

dusun dari Kampung Panji Mulia I. 
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Sembilan belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967 dusun 

gelagahan berubah lagi namanya menjadi Setiodadi, walaupun dusun ini 

sudah berubah, akan tetapi tetap menjadi dusun dari Kampung Panji Mulia I. 

Baru setelah tahun 2000, saat diadakan pemekaran, dusun Setiadadi berubah 

nama menjadi Mupakat Jadi. 

Enam tahun kemudian yaitu tahun 2006 Kampung Mupakat Jadi ini 

telah sepenuhnya menjadi kampung definitif yang memiliki luas 102 Ha. 

Mata pencaharian penduduk Kampung Mupakat Jadi  sebagian besar bermata 

pencarian petani. Kepemimpinan Kampung Mupakat Jadi yang pertama 

Bernama Abu Kari pada tahun 2001-2003, Tahun 2004-2005 di pimpin oleh 

Poniman, tahun 2006-2011 dipimpin oleh H. Tukirman, tahun 2011-2017 

dipimpin oleh Mudian, tahun 2017-2018 dipimpin oleh Suharman, dan tahun 

2019-2025 dipimpin oleh Junaidi.66 

2. Kondisi Geografis 

• Banyak curah hujan   : 250 mm/tahun 

• Ketinggian tanah dari permukaan laut : ± 1260 – 1280 dpl 

• Suhu udara rata-rata   : 17 ºC s/d 34 ºC 

• Tofografi     : Landai Berbukit 

Orbitrasi (Jarak dari Pemerintahan Kampung) 

• Jarak dari pusat pemerintah kecamatan  : ± 4.8 Km 

• Jarak dari pusat pemerintah kota administrasi : 6 Km 

• Jarak ibu kota kabupaten kota   : 6 Km 

• Drainase      : 1300 M 

• Panjang jalan kecamatan    : 1 Km 

• Panajang jalan kampung    : ± 3 Km 

• Panjang jalan setepak    :± 500 M 

 
66 Profil Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 

2020-2025. 
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3. Luas Wilayah 

Dengan luas wilayah sekitar 102 Ha. Kampung Mupakat Jadi dibagi 

dalam 3 (Tiga) dusun yaitu: dusun Tuna Gajah yang berpenduduk 136 jiwa, 

dusun Setiodadi yang berpenduduk 150 jiwa dan dusun Gelagahan yang 

berpenduduk 121 jiwa. Batas-batas antara dusun tidak terlalu proposional 

dengan pembagian wilayah secara sistematis, melainkan hanya berupa 

pembagian wilayah antara lorong kampung ataupun antara batas drainase 

didalam wilayah kampung. Untuk dusun Tuna Gajah di pimpin oleh kepala 

dusun Sarifuddin, untuk dusun Setiodadi dipimpin oleh Kusmawan, dan 

untuk dusun Gelangahan dipimpin oleh Khasimi.67 

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kampung Mupakat Jadi 

No Nama Dusun 
Kepala Keluarga 

(KK) 
L P 

Jumlah 

Jiwa 

1 Tuna Gajah 57 96 88 184 

2 Setiodadi 55 103 101 204 

3 Gelangahan 46 74 83 157 

 Total 158 274 272 545 

Sumber: Profil Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah Tahun 2020-2025. 

Kampung Mupakat Jadi termasuk dalam kemukiman Redelong 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah lebih 

kurang 102 Ha. Secara Administrasi dan Geografis Kampung Mupakat Jadi 

berbatasan dengan: 

• Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Waq Pondok Sayur 

• Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Pondok Gajah 

• Sebelah utara berbatasan dengan Sedie Jadi 

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Blang Ara 

 
67Ibid. 
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Penggunaan lahan seluas ±102 Ha di Kampung Mupakat Jadi ini 

dibagi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Penggunaan lahan kampung 

No Pemanfaatan Lahan Luas Lahan Keterangan 

1 Area pusat kampung 30 Ha Sudah berfungsi 

2 Area perkebunan 70 Ha Sudah berfungsi 

3 Area pendidikan 0.1 Ha Sudah berfungsi 

4 Area perkebunan 2 Ha Sudah berfungsi 

5 Area jalan lorong 350 Ha Sudah berfungsi 

6 
Area pusat pelayanan 

dan kesehatan 

0.1 Ha Sudah berfungsi 

7 Area sarana ibadah 0.1 Ha Sudah berfungsi 

8 Area tanah kas kampung 0.3 Ha 
Sebahagian sudah 

berfungsi 

Sumber: Profil Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah Tahun 2020-2025. 

4. Struktur Kampung Mupakat Jadi 

Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Kampung Mupakat Jadi 
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B. Mekanisme Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Kopi di Kampung 

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 

Kerjasama merupakan saling membantu antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, atau individu dengan sebuah lembaga yang mana 

tujuan dari kerjasama tersebut yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan 

sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam Islam kerjasama dikenal dengan syirkah berarti al-ikhtilah 

(penggabungan atau pencampuran). Pencampuran yang dimaksud ialah pada 

seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak 

mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua 

orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam 

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdarsarkan kesepakatan 

bersama.68 

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong 

menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama 

itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.69 Kerjasama yang dimaksud disini 

adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam usaha untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil ialah musaqah, Musaqah ialah 

kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan yang mana penggarap 

bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharan, pembagian penghasilan di 

antara keduanya berdarsarkan perjanjian antara keduanya sewaktu akad. 

Kerjasama musaqah banyak terjadi pada pertanian ataupun perkebunan, yang 

mana banyak pemilik sawah atau perkebunan yang tidak memiliki kemampuan 

 
68 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012, Cet. I), hlm. 218. 
69 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010, cet. III), hlm. 239. 
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atau keahlian dalam mengelola kebun secara produktif, maka mereka 

memerlukan petani penggarap untuk mengelola kebun tersebut. 

Di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, 

sebagian besar masyarakat memiliki kebun kopi, akan tetapi tidak semua dari 

mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya, ada pula masyarakat 

yang memiliki kebun kopi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk 

menghindari terjadinya ketelantaran kebun dan lahan dan demi kelangsungan 

hidup, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk mengelola atau 

memelihara kebun kopi tersebut. 

Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kopi antara petani penggarap 

dengan pemilik lahan di Kampung Mupakat Jadi adalah berdarsarkan adat 

kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan bermusyawarah.70 Pemilik lahan 

biasanya menawarkan lahannya kepada kerabat yang ia kenali untuk melakukan 

kerjasama dengan pengelolaan kebun kopi miliknya tersebut, karena ia tidak 

memiliki waktu untuk mengelola kebun kopi miliknya tersebut. Namun ada juga 

petani penggarap yang menawarkan dirinya untuk memberikan ijin mengelola 

lahan, dikarenakan petani penggarap tersebut tidak memiliki lahan atau 

memiliki lahan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.71 

Musyawarah merupakan suatu anjuran dalam Islam, ketika kedua belah 

pihak telah bermusyawarah dan sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut 

maka kedua belah pihak melakukan beberapa kesepakatan yang akan dijalankan 

bersama keduanya. 

Masyarakat Kampung Mupakat Jadi melakukan kerjasama pengelolaan 

lahan kebun kopi berdarsarkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu 

secara lisan atas dasar saling percaya. Tetapi ada juga yang melakukan 

kerjasama pengelolaan kebun kopi berdarsarkan akad tertulis, yaitu berupa 

 
70 Hasil wawancara dengan Mudian, Tokoh Masyarakat di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 12 Oktober 2021. 
71 Hasil wawancara dengan Hadiar, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 10 Oktober 2021. 



46 

 

 

 

tulisan tangan yang diberikan materai dan menghadirkan beberapa orang sebagai 

saksi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama 

tersebut.72 

Masyarakat kampung Mupakat Jadi kebanyakan mempraktikkan akad 

musaqah dengan menggunakan akad secara lisan, karena biasanya pihak 

pengelola masih berasal dari kalangan kerabat atau keluarga dekat, hal tersebut 

hanya dilandasi dengan adanya rasa saling percaya anatar satu sama lain, 

sehingga akad secara tulisan tidak diperlukan lagi, mereka beranggapan bahwa 

akad secara tertulis hanya merepotkan saja.73 

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak yang berkerjasama. 

Dalam perjanjian pengelolaan kebun kopi yang dimaksud dengan perjanjian 

bagi hasil adalah upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

kebun kopi tersebut, pembagian hasil kepada petani penggarap menurut 

kebiasaan masyarakat setempat, yaitu ada yang pembagian hasil setengah, 

sepertiga, atau lebih rendah dari itu. 

Mengenai proses pembagian hasil biasanya dilakukan setelah habis 

panen kopi, hasilnya akan dibagi sama rata antara kedua belah pihak yaitu 

dengan persentase 50:50.74 Biaya untuk perawatan atau dana perawatan kebun 

kopi diambil 20% dari hasil panen kebun kopi tersebut untuk upah pemetikan 

kopi.75 

 

 

 
72 Hasil wawancara dengan Junaidi, Reje Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 Oktober 2021. 
73 Hasil wawancara dengan Suherdi, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 14 Oktober 2021. 
74 Hasil wawancara dengan Mudian, Tokoh Masyarakat di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 12 Oktober 2021. 
75 Hasil wawancara dengan Hadiar, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 10 Oktober 2021. 
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Bentuk pembagian hasil pengelolaan kebun kopi dilakukan dengan 

bentuk uang hasil penjualan biji kopi. Pada saat panen tiba, maka biji kopi 

tersebut akan dijual oleh petani penggarap kepada toke kopi yang bertempat 

tinggal di Kampung Mupakat Jadi dengan harga 12.000/bambu atau 

120.000/kaleng. Hasil panen dengan luas lahan 1 hektar dengan 2000 batang 

kopi yang terawat dapat menghasilkan rata-rata 1600 kaleng setiap panennya. 

Maka dari penjualan itulah yang nantinya akan dibagi dua untuk petani 

penggarap 50% dan untuk pemilik kebun 50%, setelah dikurangi biaya 

perawatan kebun.76 

Berikut adalah Skema Transaksi akad musaqah yang dilakukan: 

Gambar 3. 3. Skema Transaksi Musaqah 

 

 
76 Hasil wawancara dengan Suherdi, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 14 Oktober 2021. 
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Skema diatas menjelaskan model musaqah, yaitu pemilik lahan 

menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dan petani penggarap hanya 

bertugas mengelola lahan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati 

dengan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh petani penggrap dan hasil akan 

dibagi sama rata sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Jika jangka 

waktu yang disepakati adalah lima tahun, jika waktu kontrak kerjasama telah 

berakhir maka petani penggarap dan pemilik kebun kopi bisa memilih 

melanjutkan kontrak kerjasama atau dapat mengakhirinya. 

Kerjasama bagi hasil akad musaqah di Kampung Mupakat Jadi yaitu 

mencakup memupuk pohon kopi, menyemprot rumput-rumput liar yang 

mengganggu pertumbuhan pohon kopi, mengompres pohon kopi, memangkas 

ranting-ranting kering, memanen kopi serta usaha-usaha lain yang dapat 

mendukung lebatnya buah kopi.77 

Demikian pula, dapat disimpulkan sistem pelaksanaan kerjasama 

pengelolaan kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten 

Bener Meriah, banyak memberi manfaat serta keuntungan untuk kedua belah 

pihak, selain menumbuhkan rasa solidaritas, rasa saling tolong menolong antara 

sesama, juga dapat mempersubur dan meningkatkan hasil pertanian mereka, 

bahwa dengan adanya kerjasama dalam sektor pertanian dapat membantu pihak-

pihak kekurangan dalam bidang ekonomi atau dapat menutupi kebutuhan 

keluarga mereka, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan kebun 

kopi.78 

 

 

 
77 Hasil wawancara dengan Hadiar, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 10 Oktober 2021. 
78 Hasil wawancara dengan Junaidi, Reje Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 Oktober 2021. 
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C. Kendala-kendala/Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Akad 

Musaqah pada Kebun Kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah 

Dalam mengerjakan suatu perkerjaan pastinya ada kendala-kendala yang 

harus dihadapi. Menurut akad musaqah kendala-kendala tersebut yaitu:  

1. Penggarap tidak mampu bekerja 

Maksudnya penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai 

waktu untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau berpergian. Menurut 

mazhab Hanafi, jika penggarap tidak mampu berkerja dikarenakan sakit 

atau berpergian yang mendesak, maka musaqah yang terjadi menjadi fasakh 

(batal), namun apabila terdapat syarat boleh diwakilkan maka akad 

musaqah tersebut tidak menjadi batal, akan tetapi penggarap diwajibkan 

mencari penggantinya selama ia berhalangan. 

Apabila penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus 

kebun kopi, sedangkan waktu panen sudah mulai, menurut Imam Malik, 

penggrap wajib menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu 

untuk mengurus kebun kopi tersebut, orang yang disewa untuk membantu 

tugasnya ini tidak boleh mendapatkan bagian yang dihasilkan dari musaqah. 

Adapun wawancara yang dilakukan di kampung Mupakat Jadi, 

masyarakat juga memperkerjakan orang untuk ngutep kopi (petik kopi) di 

kebun yang mereka kelola, alasan mereka memperkerjakan orang tersubut 

yaitu untuk membantu memetik hasil panen yang melimpah yang mana jika 

tidak di panen dengan segera mengakibatkan kopi menjadi rontok. Upah 

yang diberikan kepada perkerja ngutep kopi (petik kopi) yaitu 20.000 rupiah 

perkaleng, harga kopi perkalengnya 120.000 rupiah.79 

 

 

 
79 Hasil wawancara dengan Suherdi, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 Oktober 2021. 
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2. Wafat salah seorang ‘aqid 

yaitu meninggal dunia salah seorang yang berakad. Apabila pemilik 

yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, 

walaupun ahli waris pemilik kebun tidak menyukainya. Apabila penggarap 

yang meninggal maka ahli waris berkewajiban mengurus kebun tersebut 

sampai keluar hasil. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris 

penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. 

Menurut Hanabilah musaqah tidak batal karena meninggalnya 

penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya 

menggantikan tempat penggarap dalam berkerja. Apabila mereka menolak 

maka mereka tidak boleh dipaksa untuk berkerja.80 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, banyak petani kopi yang 

mengatakan jarang terjadinya kendala pada saat melakakukan kerjasama 

musaqah yang dilakukan, di karenakan saling percaya anatar satu sama lain.81 

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi petani penggarap, 

diantaranyanya yaitu jauhnya kebun kopi dari pemukiman masyarakat, yang 

mengakibatkan petani penggarap menempuh perjalanan yang memakan waktu 

yang cukup lumayan lama. Selain itu ada juga beberapa faktor cuaca yang 

menjadi kendala petani penggarap seperti kenaikan suhu udara, curah hujan 

tidak teratur, perubahan pola curah hujan, serta perubahan suhu mendadak. 

Kendala dikarenakan faktor cuaca tersebut dapat mempengaruhi hasil panen 

kopi.82 

 

 
80 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017, cet. IV), hlm. 415. 
81 Hasil wawancara dengan Mudian, Tokoh masyarakat di Kampung Mupakat jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 12 Oktober 2021. 
82 Hasil wawancara dengan Rizki, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 Oktober 2021. 
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Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang 

dialami petani penggrap di Kampung Mupakat Jadi Kabupaten Bukit Kecamatan 

Bener meriah jarang terjadi atau sangat minim terjadi, namun ada beberapa hal 

yang menyebabkan kendala tersebut seperti jauhnya kebun kopi dari pemukiman 

masyarakat dan faktor cuaca yang sangat mempengaruhi hasil panen kopi 

tersebut.  

 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah antara 

Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 

Dalam hukum Islam atau Fiqh Muamalah tidak hanya membahas 

mengenai bidang ekonomi saja tetapi terdapat juga pembahasan dalam bidang 

pertanian dan juga dalam bidang perkebunan, dalam Fiqh Muamalah yang 

membahas permasalah pertanian dan perkebunan antara lain akad muzara’ah, 

mukhabarah dan musaqah. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa pemahaman 

masyarakat terhadap akad musaqah dalam konsep Islam masih jarang diketahui. 

Istilah musaqah masih sangat jarang terdengar di kalangan masyarakat 

Kampung Mupakat Jadi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih mengenal 

dengan istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan 

penjelasan lebih mengenai akad musaqah agar mereka menjadi paham dan 

mengerti bahwa akad musaqah hampir sama mekanismenya dengan sistem bagi 

hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat dengan penyebutan yang 

berbeda. 

Sistem kerjasama yang dilakukan di Kampung Mupakat jadi pada 

umumnya sama dengan akad musaqah, yaitu sistem kerjasama yang diawali 

dengan kesepakatan keduabelah pihak untuk kerjasama bagi hasil. Pemilik lahan 

memperkerjakan petani penggarap untuk merawat dan mengurus kebun kopi 
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miliknya dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal akad. Hal 

tersebut yang mendasari akad kerjasama di Kampung Mupakat Jadi yang terlihat 

mirip dengan konsep musaqah dalam hukum Islam. 

Namun dalam praktik kerjasama yang terjadi di Kampung Mupakat Jadi, 

ada terdapat ketidaksesuaian antara akad dengan apa yang dipratekkan di mana 

petani penggarap menambahkan tanaman lain yaitu tanaman tumpang sari untuk 

mendapatkan hasil dari tanaman tambahan tersebut, yang mana pada dasarnya 

tidak ada di dalam konsep musaqah dalam hukum Islam. 

Dalam pemikiran yang modern masyarakat Kampung Mupakat Jadi 

menganggap hal tersebut sebagai peremajaan kopi, dalam peremajaan kopi 

tersebut di tanami cabai kecil, cabai besar, dan kentang dengan jumlah 500 

batang, tanaman tumpang sari tersebut menjadi selingan pendapatan belanja 

bagi petani penggarap.83Tanpa disadari tanaman tumpang sari tersebut juga 

mendatangkan keuntungan bagi pohon kopidi karenakan pupuk yang dihasilkan 

oleh tanaman tumpang sari tersebut.84 Masyarakat Kampung Mupakat Jadi 

menggangap hal tersebut adalah kebiasaan umum yang biasa dilakukan dan 

sudah menjadi terus-menerus oleh masyarakat setempat, mereka juga 

beranggapan bahwa hal demikian adalah sesuatu yang baik dilakukan selama 

tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mempengaruhi hasil panen kopi. 

Namun apabila terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak 

maka kerjasama dalam akad musaqah menjadi fasakh (rusak). Dari hal inilah 

yang membuat masyarakat Kampung Mupakat jadi melakukan kerjasama 

musaqah dengan tujuan saling tolong-menolong, bukan untuk berkerjasama 

dengan cara yang batil. 

 
83 Hasil wawancara dengan Junaidi, Reje Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 Oktober 2021. 
84 Hasil wawancara dengan Hartono, salah satu petani kopi di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11 Oktober 2021. 
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Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal 

kebaikan dan menjauhi larangan-larangan untuk melakukan hal-hal yang batil, 

seperti firman Allah SWT dalam Al-qur’an dalam surah al-Maidah ayat 2 dan 

an-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

نِهۚهوَٱت َّقُوا۟هٱللَََّّهۖهإِنَّهههٱللَََّّهشَدِيدُهٱلْعِقَابهِ هوَٱلْعُدْوَٰ  وَتَ عَاوَنوُا۟هعَلَىهٱلْبِِ هوَٱلت َّقْوَىٰهۖهوَلَاهتَ عَاوَنوُا۟هعَلَىهٱلِْْثِْْ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S al-

Maidah: ayat 2)”85. 

يَ رهَاهالَّذِيْنَهاٰمَنُ وْاهلَاهه نَكُمْهبِِلْبَاطِلهِيٰاٰ  تََْكُلُواْاهامَْوَالَكُمْهبَ ي ْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesama kaum muslim kita dianjurkan 

untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dilarang dalam agama Islam. Tolong-menolong 

dalam berbuat kebaikan sangatlah banyak salah satunya yaitu dalam bidang 

pertanian yaitu tolong-menolong dalam kerjasama antara petani penggarap dan 

pemilik lahan dengan tujuan unuk mendapatkan keuntungan bersama setelah 

panen. 

Selain ayat Al-qur’an di atas terdapat pula kaidah fiqhiyyah yang 

mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya karena kebiasaan atau tradisi 

yang terkenal luas di lingkungannya, yaitu: 

 

 

 
85 Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, Surat al-

Maidah ayat: 2 (Jakarta: al-Huda, 2005). 
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هاهلعَادَةُهمَُُكَّمَةهٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. 

Kaidah ini dapat dijadikan pertimbangan diperbolehkannya akad 

musaqah yang terjadi di kampung Mupakat Jadi. Dengan syarat kebiasaan yang 

terjadi di kampung Mupakat Jadi tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Selain itu kaidah ini juga diperjelas dengan adanya kaidah cabang dan hadist 

berikut: 

بُهالعَمَلُهبِِاَه  إِسْتِعْمَاهالنَّاسِهحُجَةٌهيََِ

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan 

hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”86. 

ءهٌهحَسَنًهوَمَاهرَءَاهُهالْمُسْلِمُوْنَهسَيِ ئًاهفَ هُوهعِنْدَهاللَّٰ هِمَارَءَاهُهالْمُسْلِمُوْنَهحَسَنًاهفَ هُوَهعِنْدَهاللَّٰ هِ هسَيِ   

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi 

Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun 

digolongkan sebagai perkara yang buruk”87. 

Dalil diatas menjelaskan bahwanya perbuatan yang baik akan dipandang 

baik pula di sisi Allah, begitupula sebaliknya perbuatan yang buruk akan 

dipandang buruk pula di sisi Allah. Musaqah salah satu perbuatan yang 

dipandang sebagai perbuatan yang baik untuk dilakukan, karena pada prinsipnya 

musaqah itu sendiri adalah tolong-menolong antar satu sama lain. Disisi lain 

musaqah mempunyai itikad baik yang mana memberikan pekerjaan kepada 

seseorang yang memiliki keahlian dalam penggarapan kebun kepada seseorang 

tidak memiliki lahan untuk dikerjakan, dengan imbalan upah yang dihasilkan 

dari perkerjaan tersebut. 

 

 
86 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah, (Yogyakarta: Teras, 2011, cet. I), hlm. 154. 
87 Tamlan Dahrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kuliyyah al-Khamsah), (Malang: UIN 

Malik Press, 2010), hlm. 203. 
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Menurut Syafi’iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam 

bukunya: 

نَبَهخَرَهعَلَىهأَنْهيُ بَاهشِرَهثََهنيِْهِمَاهالنَّحُلَهاوَِهالْعهِعَامِلَهشَخْصٌهيملِْكُهنََْلاهًأَوْهعِنَ بًاهسَخْصًاهأهٰانَْهي هُ

 يََْرجُُهمِنْههُهبِِهلسَّقِىهوَالتََْهبيَِةِوَالْحنِْظِهوَنََْوِهذَلِكَهوَلهُِهفِِهنَظِيِْْهعَمَلِهِهجُزْهاءٌهمُعَيٌَّهمِنَهالشَّمَرِهالَّذِى

“Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma, dan anggur 

kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, 

dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang 

dihasilkan pohon-pohon tersebut”88  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad musaqah yang di 

terapkan pada Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah tergolong musaqah yang sah. Karena dalam kerjasama yang dilakukan 

telah memenuhi rukun dan syarat musaqah. Selain itu, kerjasama pengelolaan 

lahan perkebunan kopi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip musaqah yang 

sesuai dengan syariat Islam, karena pada perinsipnya segala bentuk muamalah 

boleh dilakukan selama sebelum ada dalil yang melarang, kegiatan yang 

dilakukan pun atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat yang 

menjauhkan masyarakat dari kemudharatan. 

 

 
88 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 146. 



 

 

56 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdarsarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 

kesimpulan dengan perincian sebagai berikut: 

1. Mekamisme penerapan akad musaqah  pada petani kopi di Kampung 

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah sesuai 

dengan akad musaqah. Namun kerjasama yang dilakukan kurang 

menekankan kapan waktu berakhirnya akad kerjasama yang dilakukan. 

Kerjasama yang dilakukan mencakup perawatan kebun kopi hingga 

menghasilkan hasil panen yang maksimal yang dilakukan oleh petani 

penggarap dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad musaqah pada 

kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten 

Bener Meriah, penulis menyimpulkan berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan bahwa petani penggarap mengalami beberapa kendala 

dalam pengelolaan lahan yang dilakukan, kendala yang terjadi seperti 

kebun kopi yang jauh dari pemukiman masyarakat dan faktor cuaca di 

daerah tersebut. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad musaqah antara 

pemilik kebun kopi dan penggarap di Kampung Mupakat Jadi 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tersebut sah sesuai dengan 

hukum ekonomi syariah karena kerjasama yang dilakukan telah 

memenuhi rukun dan syarat musaqah.Selain itu, kerjasama bagi hasil 
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yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan juga sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam, karena dilakukan untuk mendatangkan 

manfaat bagi keduanya dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

 

B. Saran 

Berdarsarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis 

menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya: 

1. Saran penulis bagi masyarakat Kampung Mupakat Jadi, khususnya para 

petani kopi yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak manapun 

hendaknya mencermati perjanjian atau akad yang akan dilakukan di awal 

kesepakatan agar terhindar dari kesalapahaman serta bertujuan untuk 

terciptanya kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan 

lebih berkah di mata Allah SWT. 

2. Kemudia saran penulis selanjutnya terhadap masyarakat kampung 

Mupakat Jadi seharusnya lebih menggunakan akad tertulis dalam 

melakukan akad kerjasama yang dilakukan, perlu diketahui bahwa akad 

tertulis lebih memiliki peran penting, karena dapat menghindarkan dari 

terjadinya perselisihan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan 

untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait 

dengan penerapan akad musaqah pada petani kopi, agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
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Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3.Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden 

 

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN 

Judul Penelitian :  TINJAUAN   FIQH   MUAMALAH   TERHADAP 

   MEKANISME  PENERAPAN AKAD MUSAQAH 

   PADA    PETANI     KOPI  ( Suatu   Penelitian   di 

   Kampung     Mupakat     Jadi    Kecamatan    Bukit 

   Kabupaten  Bener  Meriah ) 

Nama Peneliti/NIM :  Chita Rohaya/170102162 

Institusi Penelitian :  Program Studi  Hukum  Ekonomi Syari’ah, Falkultas 

   Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 

 

No Nama dan Jabatan Peran dalam 

Penelitian 

1 
Nama        : Junaidi 

Pekerjaan  : Reje Kampung Mupakat Jadi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 

2 

Nama        : Mudian 

Pekerjaan  : Tokoh Masyarakat/ Petani Kopi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 

3 

Nama        : Suherdi 

Pekerjaan  : Operator Kampung/ Petani Kopi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 

4 

Nama        : Hadiar 

Pekerjaan  : Petani Kopi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 

5 

Nama        : Hartono 

Pekerjaan  : Petani Kopi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 

6 

Nama        : Rizki 

Pekerjaan  : Petani kopi 

Alamat      : Kampung Mupakat Jadi 

Informan 
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Lampiran 5. Protokol Wawancara 

PROTOKOL WAWANCARA 

Judul Penelitian Skripsi :   TINJAUAN           FIQH          MUAMALAH  

    TERHADAP  MEKANISME  PENERAPAN 

    AKAD  MUSAQAH  PADA  PETANI  KOPI 

    (Suatu Penelitian di Kampung Mupakat Jadi 

    Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah). 

Waktu Wawancara  :   Pukul 10.00-Selesai 

Hari/Tanggal   :   Minggu–Sabtu/ 10-16 Oktober 2021 

Pewawancara   :   Chita Rohaya 

Tempat   :   Kampung Mupakat Jadi, Kecamatan Bukit 

Orang Yang Diwawancarai :   Reje   Kampung   Mupakat    Jadi,   Tokoh  

    Masyarakat,  dan Petani  Kopi. 

 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah 

Terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Kopi (Suatu 

Penelitian di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan 

penelitian/skripsi, berdarsarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data 

tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka khalayak umum 

dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. 

Daftar pertanyaan: 

1. Bagaimana sistem kerjasama pengurusan/pengelolaan kebun kopi di 

kampung Mupakat Jadi? 

2. Apakah sistem kerjasama pengurusan/pengelolaan kebun kopi berjalan 

lancar? 
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3. Apakah ada kendala dalam kerjasama pengurusan/pengelolaan kebun 

kopi? 

4. Apakah ada terjadi atau pernah terjadi perselisihan antara penggarap 

dengan pemilik kebun kopi? 

5. Berapa kali kebun kopi panen dalam setahun? 

6. Bagaimana bentuk kesepakatan bagi hasil pada saat panen? 

7. Bagaimana sistem akad kerjasama yang dilakukan? 

8. Berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan dan 

penggarap? 

9. Pernahkah mengalami kerugian, jika pernah bagaimana cara 

mengatasinya? 

10. Apakah ada penambahan tanaman lain selain kopi pada kebun kopi 

dalam jumlah yang besar? 

11. Adakah petani penggarap merasa dirugikan atau tidak adil dalam 

pembagian hasil kebun kopi? 

12. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam? 
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Lampiran 6. Dokumentasi 

 

 

Wawancara dengan Reje Kampung Mupakat Jadi 

 

 

 

Wawancara dengan pemilik kebun kopi/ tokoh masyarakat 
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Wawancara dengan petani penggarap 

 

Wawancara dengan petani penggarap 
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           Lahan kebun kopi                                 Tanaman Tumpang Sari 

 

 

             Kopi siap panen                                Biji Kopi yang telah dijemur 


